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Abstract
Financial literacy is an understanding of finance, and what is meant by financial literacy is a series of processes to increase the knowledge and skills of consumers and the general public so that they are able to manage their finances better. Financial literacy will not reach the community if there is no effort made by the government or institutions to socialize financial literacy. So it must be assisted with services that can explain financial literacy which will have an impact on life in the present.
The Financial Services Authority (OJK) is an institution established with the aim of supervising financial institutions and has a role in preventing and overcoming illegal fundraising that occurs in society. The Financial Services Authority supervises illegal fintech companies so they don't harm the community. This study aims to determine the role of the Financial Services Authority in law enforcement against illegal fintech companies using normative research methods. In accordance with its authority as stipulated in Law Number 21 of 2011, the OJK has prepared a number of regulations to regulate and supervise the development of types of business in the financial services sector that use technological advances or are called Financial Technology (fintech). Regulations related to Lending are contained in the Service Authority Regulations (POJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology- Based Money Lending Services (LPMUBTI).
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A.	PENDAHULUAN
1.	LATAR BELAKANG
Dalam era digitalisasi yang semakin maju, industri fintech menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Fintech atau financial technology merujuk pada teknologi yang digunakan untuk memberikan layanan keuangan yang lebih efisien dan inovatif, termasuk layanan pinjaman online, pembayaran digital, dan investasi online. Namun, di sisi lain, perkembangan fintech juga membuka peluang bagi praktik-praktik fintech ilegal, yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Permasalahan fintech ilegal menjadi semakin kompleks dengan munculnya berbagai model bisnis fintech yang tidak selalu terpantau oleh otoritas pengawas. Fintech ilegal bisa merugikan masyarakat, antara lain dengan menawarkan pinjaman dengan bunga yang tinggi, mengumpulkan dana tanpa izin, atau melakukan praktik penipuan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki peran penting dalam mencegah praktik fintech ilegal. Melalui kebijakan dan regulasi yang tepat serta pengawasan yang ketat, OJK dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia serta melindungi kepentingan konsumen.
Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk membahas peran OJK dalam mengawasi dan mengatur industri fintech di Indonesia, khususnya dalam mencegah praktik fintech ilegal. Dengan melakukan analisis terhadap kebijakan dan regulasi OJK serta pengawasan yang dilakukan, jurnal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi OJK dalam mengatasi fintech ilegal di Indonesia.
Selain itu, jurnal ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengawasan OJK dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan Indonesia.
B.	PERMASALAHAN
Dari pembahasan diatas, maka penulis memfokuskan pembahasan pada dua pertanyaan, yaitu:
i)	Bagaimana OJK melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan fintech ilegal di Indonesia? Apa saja sanksi yang diberikan oleh OJK kepada perusahaan fintech ilegal yang melanggar hukum?
ii)	Bagaimana OJK memastikan bahwa perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia mematuhi persyaratan dan regulasi yang berlaku, sehingga terhindar dari praktik fintech ilegal? Apa saja mekanisme yang disediakan oleh OJK untuk membantu perusahaan fintech memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku?



C.	METODE PENELITIAN
Metode ini dapat digunakan untuk meneliti kasus-kasus tertentu tentang praktik fintech ilegal di Indonesia dan peran OJK dalam mengawasi dan mengatur industri fintech di Indonesia. Penelitian ini dapat dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait, analisis dokumen, dan observasi langsung.
Metode survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang merupakan pengguna fintech atau perusahaan fintech di Indonesia. Survei dapat digunakan untuk mengetahui persepsi dan pengalaman pengguna fintech dalam menghadapi praktik fintech ilegal serta pengetahuan mereka tentang regulasi yang berlaku. Selain itu, survei juga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan fintech memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.
Analisis Data Sekunder: Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber sekunder seperti laporan OJK, laporan media massa, dan dokumen- dokumen terkait lainnya. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana peran OJK dalam mencegah praktik fintech ilegal di Indonesia, termasuk sanksi yang diberikan kepada perusahaan fintech yang melanggar hukum.
D.	PEMBAHASAN
1.	Penerapan hukum yang dilakukan OJK terhadap fintech ilegal
OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur perusahaan fintech di Indonesia, termasuk mencegah praktik fintech ilegal. Berikut adalah beberapa cara OJK melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan fintech ilegal di Indonesia:
i.	Registrasi dan lisensi: OJK mewajibkan perusahaan fintech untuk mendaftar dan mendapatkan lisensi sebagai syarat untuk beroperasi di Indonesia. OJK memverifikasi informasi yang disampaikan oleh perusahaan fintech dan melakukan evaluasi terhadap aplikasi lisensi yang diajukan. Perusahaan fintech yang tidak memiliki lisensi OJK dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi.
ii.	Pengawasan dan audit: OJK melakukan pengawasan dan audit rutin terhadap perusahaan fintech yang telah terdaftar dan memiliki lisensi OJK. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan fintech mematuhi aturan dan persyaratan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang transparansi dan perlindungan konsumen. Jika ditemukan pelanggaran, OJK dapat memberikan sanksi atau bahkan mencabut lisensi perusahaan fintech tersebut.
iii.	Kolaborasi dengan pihak lain: OJK juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (LOJK) untuk memantau praktik fintech ilegal di Indonesia. OJK dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak tersebut untuk membantu mengidentifikasi perusahaan fintech ilegal dan memulai tindakan penegakan hukum.
iv.	Sanksi: OJK dapat memberikan sanksi administratif seperti denda, peringatan, atau pencabutan lisensi kepada perusahaan fintech yang melanggar regulasi yang berlaku. Selain itu, OJK juga dapat melaporkan perusahaan fintech ilegal ke pihak berwenang untuk dilakukan tindakan penegakan hukum lebih lanjut.
Dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan fintech ilegal, OJK juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku untuk memastikan bahwa perusahaan fintech dapat beroperasi secara legal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan fintech ilegal yang melanggar hukum di Indonesia. Beberapa sanksi yang dapat diberikan oleh OJK kepada perusahaan fintech ilegal yang melanggar hukum antara lain:
i.	Peringatan: OJK dapat memberikan peringatan kepada perusahaan fintech ilegal yang melanggar hukum, yang bertujuan untuk memberikan teguran atau nasehat agar perusahaan tersebut memperbaiki praktik bisnisnya.
ii.	Denda: OJK dapat memberikan denda kepada perusahaan fintech ilegal yang melanggar hukum. Besar denda yang diberikan oleh OJK bervariasi, tergantung pada keparahan pelanggaran dan skala perusahaan fintech.
iii.	Pencabutan lisensi: OJK dapat mencabut lisensi perusahaan fintech ilegal yang melanggar hukum. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan kegiatan bisnis perusahaan fintech ilegal dan mencegah perusahaan tersebut melanggar hukum di masa depan.
iv.	Pelaporan ke pihak berwenang: OJK dapat melaporkan perusahaan fintech ilegal yang melanggar hukum ke pihak berwenang, seperti kepolisian atau Kejaksaan Agung, untuk dilakukan tindakan penegakan hukum lebih lanjut.
Selain itu, OJK juga dapat memberikan sanksi tambahan, seperti pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pemegang saham, direksi, atau pengurus perusahaan fintech ilegal yang melanggar hukum. OJK juga dapat menempuh jalur hukum, seperti membawa kasus ke pengadilan, jika diperlukan. Sanksi yang diberikan oleh OJK bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan fintech ilegal mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku serta memberikan perlindungan konsumen yang lebih baik di industri fintech.
2.	Pengawasan OJK terhadap perusahaan fintech di Indonesia
OJK memiliki beberapa mekanisme pengawasan dan pengaturan terhadap perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia untuk memastikan bahwa perusahaan- perusahaan tersebut mematuhi persyaratan dan regulasi yang berlaku. Beberapa mekanisme tersebut antara lain:
i.	Pendaftaran: Perusahaan fintech diwajibkan untuk mendaftar ke OJK dan mendapatkan izin usaha dari OJK sebelum dapat beroperasi di Indonesia. Proses pendaftaran ini meliputi penilaian kelayakan usaha, kecukupan modal, manajemen risiko, dan
perlindungan konsumen.
ii.	Regulasi: OJK secara berkala melakukan pemantauan terhadap perkembangan industri fintech dan melakukan revisi regulasi yang berlaku agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan bisnis di industri fintech. Hal ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pengaturan terhadap perusahaan fintech dan mencegah praktik fintech ilegal.
iii.	Pengawasan: OJK melakukan pengawasan terhadap perusahaan fintech yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk memastikan bahwa perusahaan- perusahaan tersebut mematuhi regulasi dan persyaratan yang telah ditetapkan. OJK juga melakukan pengawasan terhadap praktik bisnis dan kinerja keuangan perusahaan fintech untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut.
iv.	Sanksi: Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, OJK memberikan sanksi kepada perusahaan fintech yang melanggar hukum atau tidak mematuhi persyaratan dan regulasi yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa peringatan, denda, pencabutan izin usaha, atau tindakan hukum lebih lanjut jika diperlukan.
Dengan adanya mekanisme pengawasan dan pengaturan yang ketat dari OJK, perusahaan fintech diharapkan dapat mematuhi persyaratan dan regulasi yang berlaku sehingga dapat terhindar dari praktik fintech ilegal. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih perusahaan fintech yang akan digunakan agar terhindar dari risiko praktik fintech ilegal.
OJK menyediakan beberapa mekanisme untuk membantu perusahaan fintech memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.
Beberapa mekanisme tersebut antara lain:
i.	Pedoman: OJK menerbitkan pedoman-pedoman teknis dan peraturan- peraturan terkait industri fintech, yang dapat membantu perusahaan fintech memahami persyaratan dan regulasi yang berlaku. Pedoman- pedoman tersebut dapat diakses secara online di situs web OJK, sehingga dapat dijadikan referensi oleh perusahaan fintech.
ii.	Pelatihan: OJK juga menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk perusahaan fintech, terutama untuk perusahaan fintech yang baru memasuki industri. Pelatihan tersebut membantu perusahaan fintech memahami persyaratan dan regulasi yang berlaku, serta memberikan pemahaman tentang manajemen risiko dan perlindungan konsumen.
iii.	Konsultasi: Perusahaan fintech juga dapat menghubungi OJK untuk meminta konsultasi terkait persyaratan dan regulasi yang berlaku. OJK akan memberikan jawaban yang jelas dan komprehensif terkait pertanyaan yang diajukan oleh perusahaan fintech.
iv.	Pemantauan: OJK secara berkala memantau perkembangan industri fintech dan melakukan revisi regulasi yang berlaku agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan bisnis di industri fintech. Hal ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pengaturan terhadap perusahaan fintech dan membantu perusahaan fintech memahami persyaratan dan regulasi yang berlaku.
Dengan adanya mekanisme yang disediakan oleh OJK, perusahaan fintech diharapkan dapat memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku sehingga dapat terhindar dari risiko praktik fintech ilegal. Selain itu, mekanisme tersebut juga dapat membantu perusahaan fintech untuk meningkatkan kualitas bisnis dan layanan mereka sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi konsumen.
E.	PENUTUP
1.	Kesimpulan
Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran OJK sangat penting dalam mengawasi dan mengatur industri fintech di Indonesia agar dapat terhindar dari praktik fintech ilegal. OJK memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia mematuhi persyaratan dan regulasi yang berlaku untuk melindungi konsumen dan memastikan integritas pasar keuangan.
OJK melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan fintech ilegal dengan menggunakan metode seperti pemantauan, inspeksi, dan penegakan hukum. Selain itu, OJK juga menyediakan mekanisme seperti pedoman, pelatihan, konsultasi, dan pemantauan untuk membantu perusahaan fintech memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku.
Sanksi yang diberikan oleh OJK kepada perusahaan fintech ilegal yang melanggar hukum juga beragam, mulai dari peringatan hingga pembekuan izin usaha dan penghentian operasional. OJK juga melakukan kerjasama dengan lembaga terkait seperti kepolisian dan kejaksaan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
Kesimpulannya, peran OJK dalam mengawasi dan mengatur industri fintech di Indonesia sangat penting untuk mencegah praktik fintech ilegal
yang dapat merugikan konsumen dan merusak integritas pasar keuangan. OJK perlu terus meningkatkan pengawasan dan pengaturan terhadap industri fintech di Indonesia agar dapat mencegah praktik fintech ilegal dan membantu perusahaan fintech untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
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